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ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa Nehas Liah Bing dalam pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa itu sendiri sebagai informan kunci, dan perangkat desa sebagai informan utama, serta masyarakat desa sebagai informan pelengkap, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga.

Kata kunci: Peran, Kepala Desa, Pembangunan

I.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Manusia adalah mahkluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat modren organisasi yang besar, kompleks, canggih banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah organisasi pada pemerintahan pada suatu Negara. Didalam negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level dibawahnya pada stuktur pemerintahan adalah kepala desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan didesa, Sehingga peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan didesa.

Desa patut di lindungi dan di jaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesai. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemipinan kepala Desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam dalam undang-undang”. (UU Desa no.6 tahun 2014)

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Desa merupakan sebuah Pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah secara rill dilapangan. Selain itu Desa adalah institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintahan Desa selaku Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuahan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembanguan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan indonesia di canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infrastruktrur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepempimpinan Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan didesa.

Pada era otonomi dan demokrasi sekarang ini, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam proses pembangunan. Program pembanguanan dan patisipatif memposisikan masyarakat desa sebagai agen pembanguan yang otonom, mandiri, mampu bekerja sama dan mempunyai potensi untuk bangkit dari ketidak berdayaan atau keterpurukan dengan mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki. Secara umum pembangunan masyarakat desa berdampak pada perubahan tata kehidupan bermasyarakat yang meliputi dua aspek yaitu perubahan secara fisik dan teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap. Jadi pembangunan bukan saja masalah penyedian pelayanan sosial, akan tetapi juga tergantung pada faktor politik, ekonomi, kelembagaan dan budaya yang bersama-sama semakin penting perannya dalam pemberantasan kemiskinan. Dalam proses pembangunan masyarakat, desalah yang paling tahu kebutuhan apa yang di perlukan sehingga perencanaan pembangunan di desa haruslah dimulai dan di rencanakan oleh masyarakat desa bottom up dan tidak top down.

Sehingga kepala desa dan perangkat desa merupakan pelayanan dan pengayoman masyarakat yang mempunyai tipe kepemimpinan yang mana mampu mengundang partisipasi warga dalam memecahkan masalah melalui rembuk desa. Kepala desa menjadi rujukan, baik masalah pribadi maupaun kemasyarakatan, dan pada saat-saat kritis kepala desa dapat memberikan solusi damai bagi warganya.

Keberasilan kepala desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan

1.2 Rumusan Masalah

Maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran kepemimpinan kepala Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan pembangunan infrastuktur jalan didesa tersebut ?”

II.KERANGKA DASAR TEORI

2.1.1. Teori Peran Kepemimpinan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2.1.3 Teori Pembangunan Infrastruktur Jalan

2.1.3.1 Pengertian Pembangunan

Di era modernisasi saat ini, pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konset serta definisi-definisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan perkembangan jaman.

Menurut Todaro (2000:18), menyatakan bahwa “pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro dalam bukunya mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus.

2.1.3.2 Pengertian Infrastruktur

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa “infrastuktur memiliki sefat ekstenalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi”.

Menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan “wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari inverstasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan”.

2.1.3.3 Pengertian Jalan

Menurut Adji Adisasmita (2011:79), mengatakan bahwa “jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air”.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

3.2. Fokus Penelitian

Di penelitian ini penulis mengemukanan fokus penelitian yang diukur dalam penelitian mengenai Analisis Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Infrastruktur Jalan adalah :

1. Peran kepemimpinan
2. Prosedur pembangunan
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan
4. Ketepatan waktu pembangunan

3.3. Subyek Penelitian
Untuk memperoleh data dan infoormasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan, Saya menggunakan sumber-sumber sebagai berikut:
1. Data Primer

2. Data Sekunder

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang Saya gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi
b. Wawancara

c. Dokumentasi
IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Profil Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan ibukota Sangatta yang memiliki luas wilayah 35.747,50 Km2 atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan berpenduduk sebanyak 262.972 jiwa dengan kepadatan 7,1 jiwa/km2 dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahun dan jumlah rumah tangga sebanyak 77.031 KK. Saat ini Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh Bupati Ir. H. Ismunandar, MT dan Wakilnya Kasmidi Bulang ST. MM.

4.2
Hasil Peneliatian

Data-data diperoleh tentang deskripsi Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur disajikan berupa cerita asli responden menurut bahasa, pandangan dan ungkapan.

Oleh karena itu Pada sub bab ini peneliti akan mencoba menjawab tentang rumusan masalah yaitu : “Bagaimana peran kepemimpinan kepala Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan pembangunan infrastuktur jalan didesa tersebut ?”

Dalam menjawab rumusan masalah yang diatas, peneliti mencoba untuk memaparkan data yang diperoleh dilapangan, melalui wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, aparatur desa, kepala adat, dan masyarakat desa. Dalam membaca dan menganalisis data yang muncul tentang peran kepemimpinan kepala desa peneliti mengunakan 4 acuan yang diambil dari sub bab fokus penelitian, yaitu peran kepemimpinan, prosedur pembangunan, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan, dan ketepatan waktu pembangunan..

4.2.1
Peran Kepemimpinan
Peran kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.
Berkaitan dengan peran kepemimpinan disini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Nehas Liah Bing Bapak Kristian Hasmadi, saat saya ajukan pertanyaan peran seperti apa yang Bapak terapkan untuk interen ataupun masyarakat di Desa Nehas Liah Bing ini.

4.2.2
Prosedur Pembangunan

PrOsedur
pembangunan
adalah
serangkaian
aksi
pembangunan
yang

spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara

yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang

sama.
Berkaitan
dengan
prosedur
pembangunan
disini
penulis
melakukan

wawancara dengan Kepala Desa Nehas Liah Bing Bapak Kristian Hasmadi, saat saya ajukan pertanyaan apa saja yang mendasari prosedur pembangunan jalan di

Desa ini, beliau mengatakan:

Menyerap aspirasi dengan mengadakan musyawarah dilingkungan dusun, hasil musyawarah dusun dibawa dalam musyawarah desa, dalam musyawarah desa usulan yang mendesak dan dianggap tepat sasaran ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Setelah itu RPJMD disusun lagi pertahunnya yang disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) pembangunan mana yang akan dilaksanakan pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan tahun keenam. (Wawancara tanggal 3 Juni 2019).

4.2.3
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Dalam sub bab ini penulis mewawancarai untuk mengetahui apa saja faktor

– faktor pendukung yang menjadi acuan agar pembangunan terealisasi sesuai dengan rencana dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan yang belum terealisasi.

Dalam hal ini saya menanyakan apa saja faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktut jalan didesa ini dan bagaimana cara mengatasinya, Bapak Kristian Hasmadi selaku Kepala Desa Nehas Liah Bing, mengatakan :

Faktor pendukungnya adalah semangat kegotong royongan masyarakat dalam partisipasi saat pembangunan sedang dikerjakan, untuk faktor penghambatnya adalah penyaluran dana dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten) sering tidak tepat waktu, bahkan kurang salur. Cara mengatasinya sendiri kami mengeluarkan acuan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) seperti membangun UKM, Koperasi Desa, dan bantuan perusahaan. (Wawancara tanggal 3 Juni 2019).

4.2.4
Ketepatan Waktu Pembangunan

Ketepatan waktu pembangunan adalah dimana saat pembangunan sudah di
rencanakan dan proses pembangunan sudah dimulai sudahkah ketepatan waktunya
sesuai dengan rencana atau mengulur waktu.
Disini saya mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa Nehas Liah Bing
Bapak Kristian Hasmadi, kira – kira bagaimana tentang ketepatan waktu dalam
pembangunan infrastruktur jalan di Desa ini, beliau mengatakan :
Beberapa pembangunan selalu tepat waktu karena harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembangunan, hanya saja ada beberapa yang tidak tepat waktu karena kurangnya pembiayaan. (Wawancara 3 Juni 2019).

4.3
Pembahasan
Berdasarkan hasil  penelitian  yang dilakukan oleh
narasumber melalui
wawancara ternyata peran kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah
berjalan dengan cukup baik, artinya Kepala Desa sudah menjalankan tugasnya
dengan
sebaik
mungkin.
Hanya
saja
ada
beberapa
kendala
saat
di
bagian
pembiayaan
yang
masih
harus
menunggu
pencairan
dana
dari
Pemerintah

Kabupaten (Pemkab), yang dimana terkadang dana bisa cair tepat waktu dan kadang meleset dari waktu yang sudah ditentukan.
Peran Kepala Desa sendiri disini sudah cukup baik karena sering terjun ke masyarakat, hanya saja saat musyawarah masyarakat masih mengeluh kenapa hanya itu itu saja orang yang ikut dalam musyawarah seperti hanya Kepala Dusun dan beberapa warga saja. Dalam hal ini banyak warga yang juga ingin mengemukakan aspirasinya untuk kemajuan Desa Nehas Liah Bing itu sendiri agar mereka juga merasa nyaman di Desa tersebut.
Untuk Prosedurnya sendiri cukup panjang tidak seperti pengajuan di sebuah kota besar, disini dapat kita ketahui pengajuannya masih harus bermusyawaran dengan warga, mengambil keputusan banyak kepala, membuat perencanaan pembangunan, mengajukan lagi pendataan desa, lalu menuju kecamatan, dan setelah itu kecamatan menyalurkan ke Pemkab (Pemerintah Kabupaten). Namun hal ini tidak menyurutkan semangat warga dan aparatur desa demi kemajuan Desa yang mereka inginkan agar tidak kalah dengan perkotaan.

Faktor – faktor pendukung dan penghambatnya sendiri sudah dikemukakan oleh Kepala Desa dan jajarannya, serta adapun saran dari beberapa warga desa. Dimana faktor pendukungnya adalah semangat kegotong royongan masyarakat dalam partisipasi saat pembangunan sedang dikerjakan, untuk faktor penghambatnya adalah penyaluran dana dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten) sering tidak tepat waktu, bahkan kurang salur. Cara mengatasinya aparatur desa mengeluarkan acuan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) seperti membangun UKM, Koperasi Desa, dan bantuan perusahaan.

Untuk ketepatan waktu pembangunannya sendiri hanya saat awal awal pembangunan bisa sesuai perencanaan, makin ke belakang semakin lambat karena kurangnya pembiayaan. Namun walaupun begitu, warga tetap merasa cukup puas dengan hasil infrastruktur jalan yang sudah terealisasi, karena sudah cukup banyak jalan jalan yang di cor untuk akses lebih mudah dan lebih cepat.

Jadi semua hal disini tidak lepas dari peran kepemimpinan seorang Kepala Desa yang bisa menjadi pengayom masyarakat dan menjadikan lahan tanam untuk mengumpulkan aspirasi warga Desa Nehas Liah Bing.

V.PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kepala Desa Nehas Liah Bing dalam pembangunan Desa lebih menitikberatkan pada Gaya Kepemimpinan Situasional Intruksi. Hal ini di tandai dengan tinggi pengarahan dan rendahnya dukungan, yang dapat dilihat dari hasil penelitian diatas bahwa arahan dari kepala desa sudah cukup baik namun dukungan dari pemerintah diatasnya masih sedikit kurang kooperatif dalam melakukan pembangunan di Desa Nehas Liah Bing.
2. Kepemimpinan Kepala Desa ini berpengaruh terhadap semangat kinerja pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan Desa.
3. Faktor Pembangunan Desa yang tidak berjalan seperti akses jalan yang masih belum terealisasi pembangunannya dan penerangan jalan yang kurang memadai membuat Indeks Pembangunan yang ada di Desa Nehas Liah Bing menjadi standart dengan kata lain tidak rendah dan tidak juga tinggi.

5.2 Saran

Masalah dan hambatan yang peneliti jelaskan sebelumnya merupakan hal untuk masukan atau bentuk perbaikan yang diharapkan peneliti untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Nehas Liah Bing yang bertanggung jawab atas kemajuan Desa yang dipimpinnya karena masyarakat telah mempercayakan desa dengan menjadikannya kepala desa. Saran atau masukan peneliti adalah :

1. Kepala Desa yang merupakan pemimpin dari suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa harus memahami karakter pemerintah yang lebih tinggi seperti selalu memberikan keyakinan bahwa Desa Nehas Liah Bing layak menjadi desa pemekaran dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan atau dan menyesuaikan karakter pengikut dalam hal memberikan petunjuk baik itu masyarakat dan aparatur desa.
2. Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa secara berkala menyelenggarakan pelatihan kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa baik dalam proses administrasi desa, pelayanan publik untuk aparatur desa setempat agar proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Desa dapat berjalan dengan optimal.

3. Kepala Desa harus melibatkan lebih banyak masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa agar pembangunan desa tersebut berjalan dengan optimal.
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